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KEPAHIANG - Satu per satu
pejabat di jajaran Sekretariat
DPRD (Setwan) Kabupaten
Kepahiang mulai memenuhi
panggilan Kejaksaan Negeri
(Kejari) Kepahiang.

Desas-desus pemanggilan
masih terkait dengan upaya
penyelidikan sebuah perkara
yang tengah dilakukan Pid-
sus Kejari Kepahiang.

Informasi berkembang,

pemeriksaan terhadap se-
deret pejabat terkait dengan
indikasi pelanggaran hukum
Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
atas temuan BPK RI di Set-
wan mencapai Rpl1,4 miliar.

Terkait hal ini pula, surat
pemanggilan terhadap be-
berapa pejabat terkait dik-
etahui sudah melayang ke
Setwan Kepahiang.

Dikonfirmasi, Minggu 8
Desember 2024 Kasi Intel
Nanda Hardika, MH mem-
benarkan perinal surat pe-
manggilan terhadap beber-
apa pejabat Kepahiang.

"Ya, memang ada [surat
panggilan,red) untuk pejabat
Setwan,” kata Nanda.

Lebih rinci terkait hal apa
pemanggilan yang dilakukan
terhadap beberapa pejabat
Setwan tersebut, dirinya be-
lum bersedia menjabarkan.

“Ya, seputar soal anggaran
itu saja. Nanti, kita jelaskan
lebih jelas,” elak Nanda.

Diketahui, surat panggilan
vang dikirimkan berkop
Kejari Kepahiang tertuju
kepada beberapa pejabat di
lingkungan Setwan tertang-
gal, Jumat 7 November 2024.

Informasi terhimpun su-
rat panggilan dari Bidang
Pidana Khusus (Pidsus)
tersebut, salah satunya di-
tujukan kepada Sekretaris

DPRD, namun belum dik-
etahui secara pasti, tujuan
dari pemanggilan sejumlah
pejabat Setwan tersebut.

Di lingkungan Setwan
Kepahiang, persoalan TGR
masih menjadibola panas.

Sempat dikembalikan Ke-
jari Kepahiang, Inspektorat
Daerah Kabupaten Kepahi-
ang kembali melayangkan
Surat Kuasa Khusus (SKK)
TGE temuan BPK RI di Sek-
retariat DPRD Kepahiang.

Terakhir, di SKK ada tam-
bahan perpanjangan waktu
penyelesaian selama 30 hari.

Hitungannya, sejak SKK
diterbitkan penyelesaian di
tenggat hingga 12 Oktober
2024 yang sudah lewat wak-
tunya.

Tambahan waktu ini sendi-
ri, merupakan perpanjangan
selama 60 hari setelah Lapo-
ran Hasil Pemeriksaan (LHP)
diterima.

Sebelumnya, Inspektorat
Daerah Kabupaten Kepahi-
ang mengklaim selama masa
tambahan waktu perpanjan-
gan diberikan, ada progres
dalam hal pengembalian.

Yakni, mencapai 60 persen
atau di kisaran Rp8 miliar.
Sesual Sistem Informasi
Penindakan Tindak Lanjut
(SIPTL), Inspektorat secara
berkala melaporkan kepada
BPK RI Perwakilan Provinsi
Bengkulu.

Diketahui sebelumnya, In-
spektorat Daerah Kabupaten
Kepahiang hanya melayang-
kan SKK temuan BPK untuk
1 OPD saja ke Kejari Kepahi-
angyakni, Sekretariat DPRD.

SKK dilayangkan dengan
tujuan awal, Kejaksaan ikut

membantumelakukan penag-
ihan terhadap pengembalian
potensi kerugian negara ses-
uai yang tertera dalam hasil
audit BPK RI terhadap pen-
gelolaan keuangan daerah
Kabupaten Kepahiang.

Informasi diperoleh, total
temuan di sekretariat DPRD
Kepahiang mencapai Rp11,4
miliar.

Sesuai hasil LHP atas Lapo-
ran Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) TA 2023 dari
Badan Pemeriksa Keuangan
(BPE) RI Perwakilan Provinsi
Bengkulu, sejumlah temuan
didapati pada Sekretariat
DPRD Kabupaten Kepahiang.

Diantaranya, belanja per-
jalanan dinas tak sesuai ke-
tentuan Rp2,4 miliar, yang
masih menyisakan Rp928,01
juta belum ditindaklanjuti.

Lalu, kelebihan pem-
bayaran akomodasi pengi-
napan Rpl,25 miliar yang
masih menyisakan Rp923,77
juta belum ditindaklanjuti.

Termasuk, belanja alat tu-
lis kantor dan belanja ba-
han cetak tidak semestinya
Rp421,54 juta.

Serta, kelebihan pem-
bayaran atas belanja perjala-
nan dinas sejumlah Rp2,33
muiliar. (oce)



